BAB YV

PENUTUP

Pada bab penutup tugas akhir dijabarkan mengenai kesimpulan, saran, dan
implikasi penelitian. Simpulan berisi uraian singkat dari hasil penelitian dan
pembahasan. Saran berisi saran bagi peneliti ketika melakukan penelitian
selanjutnya, sedangkan implikasi penelitian kepada manajemen perusahaan untuk

menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

S.1. Simpulan

Penelitian in1 menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini, memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan sudah sesuai
dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, biaya
jabatan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendaral Pajak No. PER
31/JP2012 serta sudah menggunakan aturan PPh 21 terbaru yang diatur
Undang-Undang No 7 Tahun 2021.

2. Penerapan penyetoran PPh Pasal 21 perusahan belum sepenuhnya menaati
pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024
dengan melakukan penyetoran ke Bank tidak lebih dari tanggal 15 bulan
takwim.

3. Penerapan pelaporan PPh Pasal 21 perusahaan belum sepenuhnya menaati

pasal 7 ayat (1) Peraturan menteri Keuangan Nomor 8 1/PMK.03/2024 dengan
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tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan

takwim atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dengan topik perhitungan, pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:
a. Saran
Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat
diajukan:

1. Untuk KKP Norbertus, Melisa, dan Rekan: Perusahaan disarankan untuk
tetap meningkatkan pengetahuan peraturan perpajakan terbaru.

2. Untuk PT. X: Perusahaan disarankan untuk lebih patuh dalam hal
pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini penting untuk menghindari
keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan
kewajiban perpajakan lainnya. Perusahaan juga disarankan untuk terus
mengupdate peraturan perpajakan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi
peneliti lain yang tertarik pada isu perpajakan, khususnya yang ingin
memahami lebih dalam tentang implementasi PPh Pasal 21 di
perusahaan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan
penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas (seperti PPh 21 untuk
tenaga ahli, dan pekerjaan bebas) dan menggunakan objek penelitian
tersebut secara langsung.

b. Implikasi
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Penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan:

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini memperkuat pemahaman tentang
kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan PPh Pasal 21.
Meskipun perhitungan PPh sudah sesuai regulasi, implementasi
penyetoran dan pelaporannya masih belum optimal.

2. Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi bagi KKP Norbertus, Melisa, dan Rekan untuk terus
meningkatkan pengetahuan terbaru tentang perpajakan. Hasil penelitian
ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi PT. X guna untuk
memperbaiki prosedur penyetoran dan pelaporan pajak. Dengan
demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan

menghindari sanksi akibat keterlambatan.
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